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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa 

Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. 

Nagekeo telah berjalan secara efektif dibuktikan dengan hasil wawancara 

oleh peneliti dengan bapak kepala desa, bapak sekertaris desa,bendahara 

desa serta masyarakat. Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti bahwa 

Pemerintah Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo secara 

transparan dalam menyampaikan jumlah anggaran yang dialokasikan serta 

masyarakat berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa.  

6.1.2 Berdasarkan undang-undang No 222/PMK.07/2020 pada pasal 2 tentang  

pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri meliputi perencanaan, 

pelaksanaan serta pertanggung jawaban pelaporan anggaran dana desa dapat 

berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari 

adanya Dana Desa di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kab. 

Nagekeo. maka dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Maukeli, 

Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo sejahtera ditandai dengan 

pengelolaan Dana Desa yang berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku.  
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6.2. Saran 

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut:  

6.2.1    Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan untuk berpartisipasi dalam 

pertemuan musrenbangdes pemerintah desa dapat terbantu dalam 

mengambil keputusan untuk pembangunan desa kee arah yang lebih baik. 

6.2.2    Peneliti selanjutnya disarankan menambah informan yaitu masyarakat desa 

dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai proses 

perencanaan pembangunan desa sampai tahap pertanggungjawaban 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 
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